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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SAMPANG 
 

NOMOR 90 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 113 TAHUN 2022 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  

SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  SAMPANG, 

 
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sampang; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
Dan Keuangan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sampang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Sampang. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
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lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 
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Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Admisnistrasi ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia         Tahun 
2021 Nomor 525); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 
2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 2); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113     
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 
113 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Sampang, diubah sebgai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 15 
(1) Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun 

perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan dan 
inventarisasi barang milik daerah sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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(2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana pada  ayat 
(1), Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian terhadap pengelolaan barang milik 
daerah; 

b. Penyusunan regulasi terkait dengan pengelolaan 
barang milik daerah; 

c. Penyusunan dan pengkoordinasian rencana 
kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana 
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah 
(RKPBMD); 

d. Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah 
(DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang 
milik daerah (DKPBMD); 

e. Pengkoordinasian,   Penatausahaan,  Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan,  dan Penghapusan Barang Milik 
Daerah; 

f. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan 
Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah; 

g. Fasilitasi  inventarisasi dan pengurusan sertifikat  
tanah milik Pemkab yang belum bersertifikat; 

h. Fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah; 
i. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemkab; 
j. Pengkoordinasian Pelaksanaan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan 
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 
 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sampang. 

 
 

Ditetapkan di : Sampang 
pada tanggal  : 29 Desember 2023 

 
BUPATI  SAMPANG 

 
    ttd 

 
Slamet Junaidi 

                                                                                 
Diundangkan di : Sampang 
Pada tanggal   : 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 
 
               ttd 

Yuliadi Setiyawan 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR: 90 


